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TENTANG

JTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE
N POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA

N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

o kbahwa untuk menlndaklanjutl Pasal 10 ayat (5)

- | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

| Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ‘Nomor 6
| Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

beberapa ‘kali terakhir dengan Peraturan Pemermtah ;
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

L Peraturan Pelaksanaan ‘Undang-undang Nomor 6
iE Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya aspirasi yang

berkembang dalam masyarakat Desa Raka Dua,
d1pandang perlu melakukan Pembentukan Desa

melalui Desa Pers1apan Gambere, '
bahwa Desa Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a
merupakan bagian dari W11ayah Desa Induk dengan

‘ ,memperhatlkan kemampuan ‘ekonomi, potensi desa,

o sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, -

Persiapan Gambere; , :
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagairnanaf -
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupau Bombana tentang Pembentukan Desa

;~Pers1apan ‘Gambere d1 Kecamatan Poleang Barat‘

Kabupaten Bombana ,
‘Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang »
Pembentukan Kabupaten Bombana, 2 Kabupaten

e Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi

| Indonesia Nomor 5495),: ‘

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republ;k Indonesia Nomor 4339); 4
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 14
Nomor 7, Tambahan mbaran %Negara Repubhk

b

Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

| rentang kendali penyelenggaraan pemermtahan desadi
| Desa Raka Dua perlu dllakukan Pembentukan Desa



~ Menetapkan  : PE]

‘Dalam Peraturan Bup
i Daerah adalah Kabupaten Bombana e D

';, Pemenntah Pusat ‘
{Repubhk Indonesia yang memegang kekuasaan pemerlntahan Negara

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang : 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indones1a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
~k‘,’yLembaran Negara Republlk Indonema Nomor 5587)" 0
N 5sebaga1mana telah d1ubah beberapa kali terakhir

o  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
s fTahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran wir
_fuNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81af 1 S8

- | Nomor 5679), ol | o
: Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang; e

f Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ‘Nomor 6

’ Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhkj‘lk, - S
~ Indones1a Tahun 20 14 Nomor 123, Tambahan S
’ Lernbaran Negara Repubhk Indonema ‘Nomor 5539)

sebaga1mana telah ‘diubah beberapa kali terakh1r

) dengan Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 2015 -
f,tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor
143  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 2

~‘ijndang—undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
g‘(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 e
- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk G

“‘1Indone81a Nomor 57 17), P ' e
. ,Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015. e B
| tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta -

'Negara Repubhk Indones1a Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3‘ e

}Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, i
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran,

| Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); b
. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016«:,',: :
_-tentang Kedudukan Susunan Orgamsam Tugas dan
. Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan i

y ' Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana

PE
[KE

MEMUTUSKAN

RATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG s o
MBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE DI

,CAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA o e
BABI ; ;* e ’
KETENTUAN UMUM
Pasal l

tiini yang chmaksud dengan

yang selanjutnya d1sebut Pemerlntah adalah Pres1den e

o 'Repubhk Indonesia yang dibantu ‘oleh Wakil Presiden dan menteri

S  ' ‘sebagaimana d1m
eas ‘Irildonesla Tahun 1

sud da am Undang—Undang Dasar Negara Repubhk* i




I ‘
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|

. Pemerintah Daei'ah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan olehf o
~ Pemerintah Daei‘a.ﬁl dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas =~
otonom1 dan ‘tugas pembantuan dengan prmmp otonom1 seluas-luasnya 2
dengan prinsip ot@noml seluas luasnya dalam sistem dan pl‘ll‘lSlp Negara .

~ Kesatuan Republik Indonesm sebagalmana dlmaksud dalam Undang-V ne

~ sebagian urusan
: 'pemerlntahan ;
. Desa adalah desa S
. ;‘selanjutnya d1sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang\ s
‘; memiliki batas Wliayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus :
‘,urusan pemermtahan kepentlngan masyarakat setempat berdasarkan L
at, hak asal usul, dan/ atau hak tradls1onal yang d1aku1 e
f;dan d1hormat1 dalam 31stem Pemerlntahan Negara Kesatuan Repubhk e
~'L_Ind0ne31a : EIriEe e e e : o
Z ;_Pemermtahan De<.a adalah penyelenggaraan urusan Pemenntahan dan“ ‘
kepentlngan masyarakat setempat dalam s1stem pemermtahan Negara' e
Q:;'Kesatuan Repubhk ‘ : L : A
JfPemerlntah Desa

~ prakarsa masyara

- Undang Dasar Negara Repubhk Indones1a Tahun 1945
. Bupati adalah Bup L
:-Kecamatan adalah o
i Camat adalah pimpinan dan koordmator penyelenggaraan pemerlntahan di ; :

; y'w11ayah kerja keccunatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperolehj ,

; pehmpahan kewenangan pemerlntahan dari | Bupat1 untuk menanganl S
otonom1 daerah dan penyelenggaraan tugas umum el

ati Bombana. = » » g '
wﬂayah kerja Camat sebaga1 Perangkat Daerah

dan desa adat atau yang d1sebut dengan nama 1a1n ’

Indonesm

adalah Kepala Desa d1bantu Perangkat Desa sebaga1 ;

unsur penyelenggaraa.n Pemenntah Desa ;
Badan Permusyawaratan Desa yang selanJutnya dlslngkat dengan BPD i
‘adalah lembaga ya!ng melaksanakan fung31 pemenntahan yang. anggotanya S

merupakan wakil han penduduk Desa berdasarkan keterwakﬂan Wllayah L

14,

o 16

g batas Jalan saluran irigasi, dan lam se
S dltetapkan sebaga1

L dan dltetapkan secara demokratis. :
e e fMusyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemermtah Desa dan i
e unsure. masyarakat yang d1selenggarakan oleh BPD untuk menyepakatla o
hal 3 yang bersifat strategis. =~ , : ‘ St
»‘Penduduk Desa ad alah Warga Negara Republlk Indonesm yang berdomlsﬂi s
: d1 Desa dan memenuhl persyaratan sebaga1 penduduk desa f ‘
Pembentukan Desa adalah tmdakan mengadakan desa baru dapat berupa‘ o

; penggabungan beﬂerapa desa atau sebagian desa yang bersandlngan atau
fpemekaran dari satu desa menJad1 dua desa atau leblh atau pembentukan ;
,desa d11uardesayang telah ada Lia e e e
Desa Persiapan adalah pengambungan beberapa dusun atau atau baglan ‘j:,
{dusun yang bersandlngan ‘atau pemekaran dar1 satu desa ,}yang ma31h -
el ,dalam proses. pembentukan desa defin1t1f ‘ Ll :

15,

S _’vdesa dibeli atau dlperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja,
Desa atau perolehan hak 1a1nnya yang sah i e e
kBatas Alam ‘adalah penggunaan unsur alam sepert1 gunung, sunga1 b
panta1 danau, dan 1a1n sebagamya yang dlnyatakan atau d1tetapkan - :
‘sebagal batas wﬂayah Desa e : ~ i ' S

Kekayaan Desa ad‘alah barang milik desa yang berasal dan kekayaan ash e 'k

Batas Buatan ‘dalah penggunaan unsur buatan manus1a sepertl p11ar'

. r;gamya yanynyatakan atau ;

batas w11ayah Desa




i |  BABII

' PEMBENTUKAN , CAKUPAN WILAYAH BATAS WILAYAH IBU KOTA DAN
S ' JUMLAH PENDUDUK :

 Bagian Kesatu E

- Pembentukan
- Pasal2

Dengén Peraturan Bupati ini “dibentuk Desa Persiapaii Gambere sebagai x
Pemekaran Desa Raka Dua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.

. Bagian Kedua
 Cakupan wilayah
~ Pasal 3 '

kDesa Per81apan Gambere berasal dar1 sebag1an Wllayah Desa Raka Dua ‘
Kecamatan Poleang Barat, yang akan terdm atas wilayah : ‘
1) Dusun Gambere ' ‘
2) Dusun Sakon

- 3) DusunRasai
~4) Dusun Dungguli

: Pasal 4

Dengén dibentuknya Desa Pers1apan Gambere sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 2, maka luas ‘W11ayah Desa Rakadua berkurang 47, 50 Km?Z. ‘

. Bagian Ketiga

Batas Wilayah
: Pasal 5
(1) Desa Persiapan Gambere Kecamatan Poleang Barat, dengan batas wilayah

~ sebagaiberikut: | |
~ a. sebelah utara berbatasan dengan DesaRanOkomea;

b sebelah timur berbatasan dengan Desa Balasari;

c sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pokorumba dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Rakadua. :
(2 Batas wﬂayah seb: agalmana dimaksud pada ayat (1) dlgambarkan dalam | |

f ‘peta wilayah yang tercantum dalam Lamplran merupakan baglan yang'

”tldak terplsahkan dari Peraturan Bupat1 1n1

: Bagian Keempat
~ IbuKota
, k,jPasal 6

 Letak %Ibﬁ Kota Desa Pe'rs‘iapan Gambefe 'fbérkcdudUkan di_Dusun'




-Jumlah Penduduk De:
: Kepala Keluarga '

Baglan Kehma
Jumlah Penduduk
Pasal 7

sa Pei”ysik'a‘pan_Gambere ‘adalah 2.256 Jiwa af:au 564
BAB I

_ PEMERINTAHAN DESA
Baglan Kesatu i

Peresmlan Desa Persmpan dan Pelantlkan PenJabat Kepala Desa

Pasal 8

,Peresm1an Desa Persmpan Gambere serta pelantlkan Penjabat Kepala Desa

dllakukan oleh Bupati
ini qudangkan |

ey Untuk memlmpln ja
Kecamatan Poleang B

Pegawa1 Negeri Slpﬂ be

‘undangan.

pahng lama 30 (t1ga puluh) har1 sejak Peraturan Bupat1f .

Bagiari Kedua"
Pemermtah Desa -
Pasal 9

lannya pemerlntahan di DéSa Persipén‘ Ganibcre

arat, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari
rdasarka'n’ usulan Camat sesuai peraturan perundang-

BABIV

- kPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

o
(1) Bupati atau Sat
. Pemermtahan De

Q

e

Pasal 10

uan Kerja Perangkat' Daerah yang ‘membidan’gi
a dan atau Camat melakukan pembinaan dan

pengawasan terharlilap penyelenggaraan pemenntahan desa yang. baruf

~ dibentuk berdasark
Pcmblnaan dan pen
sebagaimana dimal
' Waktu 1 (satu)-
diundangkan.
Hasil evaluasi sel
pertlmbangan Pem

vampal 3

an peraturan perundang—undangan

Lgawasan terhadap penyelenggaraan Pemermtahan Desaaui ,

ksud pada ayat (1) dilakukan evalua31 ‘dalam jangka
(t1ga) tahun; seJak Peraturan Bupatl ini

>aga1mana dlmaksud pada ayat (2) menjadz dasar :
erintah Daerah untuk menentukan status desa yang

telah dlbentuk sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 oL

Kewenangan Desamehputl kewenangan d1

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 1 1

bidang penyelenggaraah k

Pemermtahan Desa, Pembinaan Kemasyarakan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa I
adat 1st1adat Desa

DET asarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan




¢ o Peraturan Bupat1 1n1 d

. H. BURHANUDD N'A H
ol BERITA DAERAH KAB

:  (2) Kewenangan Desa «
tetap dﬂaksanakan

o 'Pemblayaan yang d1p
L Gambere sebagalmana
- ‘,Pendapatan, dan Belan_]

: : Pada Saat 'Pekrafura;n' B
17 Tahun 2016 tentan
Poleang Barat Kabupat

= PératﬁfﬁﬁiBuPaﬁ ,ini,,m
. Agar |setiap orang d

- kaombana

di Bldang Pertanahan d1 Desa Persmpan Gambere ma81h; g
oleh Desa Raka Dua - ] ~

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

erluka.n sebaga1 aklbat dlbentuknya Desa Pers1apan“f e .
dlmaksud dalam pasal 2 dlbebankan pada Anggaran} G
aDesa Raka Dua i e

. BAB VII e
KETENTUAN PENUTUP o
' Pasal 13

upat1 1n1 mula1 berlaku maka Peraturan Bupat1 Nomorf
g Pembentukan Desa. Pers1apan Gambere di Kecamatan
en Bombana d1cabut dan d1nyatakan tldak berlaku

Pasal 14

ulal berlaku pada tanggal dlundangkan : e
apat mengetahumya “memerintahkan pengundangan’}f i
engan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupatenf} '

e Ditetapkan di Rumbia

~PARAF LOOGRDINASI ]

UNIT/SATUAN KERJA

PARNf|  Pedatangeal, |6 2018
‘,:;'l';*’BUPATI BOMB A/ -

RO DA IS i

R Yopee |

Dlundangkan di Rumbﬂ
pada tanggal |\ jUH

a
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"ARIS DAERAH KABUPATEN’ BOMBANA .

[S NOY

UPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 32—‘



LAMPIRAN s PERATURAN BUPATI BOMBANA
"NOMOR  : 32 j
: ';TANGGAL]] | L | ] | e L
- TENTANG PEMBENTUKAN  DESA PERSIAPAN GAMBERE ’:DI”" .

TAHUN 2018

6 Jwi 2018

KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA

; PET]A BATAS WILAYAH DESA RAKA DUA
' 'KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA

i\ _ v!’,. E 7

39.000"
i
3

PETA RENCANA WILAYAH

" ADMINISTRAST DESA GAMBERE

- - PEMEKERAN DESA RAKADUA
L KECN!ATAN POI.EANG BARAT

1 -<>~ Sou 1:50,000
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,rm:mwanhbn :
i) &mgavmmgm
9 fasins de
‘ 3 q\fn;ahs»~a~,»rnl>aegaz&an
s npumnsmgwn :

: 1
-l e
3
5

o Dumdangkan d1 Rumblé - Lee
: .»Vkpada tanggal, 16 Jul/\ 2018 o
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